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ABSTRACT 
This study aims to see to what extent sharia banks apply the principles of maqashid sharia in 
the implementation of CSR. Based on initial interviews, the current implementation of CSR is as 
a promotional event and to a public confidence maintainance for the companies to feel safe 
during their operation. Unstructured interviews were done as data collection technique. The 
research results showed that shariah banks have applied the concept of maqashid shariah 
partially. Based on the concept of maqashid shariah, banks in implementing CSR refers to 5 
aspects, ie (1) maintaining religion (hifzh ad-din): compliance of banks in running products in 
accordance with sharia ( an-nafs): issuing zakat on a body as well as a private, (3) keeping the 
mind (hifzh al-'aql): training and education for employees (4) maintaining descendants (hifzh 
annasl): fulfilling all the needs of employees so that they can obtain welfare;  and (5) keeping  
the property (hifzh al-mal) focusing  on the needs and desires of customers and stakeholders. 
Caring about trade unions, local communities, governments, non-governmental organizations 
(NGOs), consumers, the poors / the dhuafas are  the ways of the  banks to prove that sharia 
banks are not only profit-oriented but also social awareness oriented  in accordance with the 
principles of maqashid sharia. 
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PENDAHULUAN 
stilah Maqashid syariah lebih dikenal tentang tujuan atau maksud pensyari’atan hukum Islam 
atau dalam bahasa arab Maqashid al-syari’ah adalah al-ma’anni allati syari’at laha al-ahkam 
(Ahmad Imam Mawardi, 180). Beberapa ulama mendefinisikan dengan menggunakan bahasa 
yang berbeda namun masih dengan maksud yang sama.  Menurut Imam Syathibi, Maqashid atau 
Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnnya kemaslahatan 
agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya 
hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang 
termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), 
keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql).( Abdurrahman Kasdi,56) 
Menurut Zahrah (2011:549), Maqashid syariah bertujuan untuk kemaslahatan manusia 
secara keseluruhan, yaitu untuk menjaga eksistensi, mengembangkan baik kualitas maupun 
kuantitas, baik material maupun spiritualnya. Dengan begini seharusnya Maqashid syariah bisa 
menjadi pedoman bagi umat islam dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga 
maupun kolektif, Misalnya dalam transaksi perbankkan, bank yang berstatus sebagai bank syariah 
seharusnya mampu dengan mudah mengadopsi konsep Maqashid syariah. Pendiri bank syariah 
memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian Maqashid syariah (Siddiqi, 
1980), lebih dalam lagi Mannan (1980) menyatakan bahwa bank syariah harus memberikan 
I 
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kontribusi dalam peningkatan kesejateraan masyarakat (ummat islam) dan tidak dibenarkan 
beroperasi  bila hanya untuk memperoleh laba maksimum. Sejalan dengan tujuan tersebut, bank 
sebagai lembaga bisnis syariah dituntut untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-
pronsip syariah yaitu sesuai dengan al-quran dan hadist. 
Kesesuain prinsip-prinsip syariah dalam perbankkan syariah dapat diterapkan dalam 
bentuk program Corporate Sosial Responsibility, Corporate Sosial Responsibility adalah 
komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan 
berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan pengingkatan kualitas hidup dari 
karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat 
secara lebih luas (Wibisono 2007:7), atau dalam bahasa sederhananya Corporate Sosial 
Responsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban social perusahaan terhadap seluruh aspek 
perusahaan. Pelaksanaan CSR banyak disalah tafsirkan bagi pihak bank syariah saat ini, bank 
syariah menjadikan program CSR sebagai ajang promosi kepada nasabah dan stakeholder. Dalam 
arti lain bahwa, bank syariah tidak akan memberikan program CSR jika tidak ada income bagi 
pihak bank. Lebih dalam lagi, bank syariah berasumsi bahwa program CSR dilaksanakan semata-
mata agar perusahaan merasa aman dalam operasionalnya (Ilham, tidak nama sebenarnya 
:wawancara tgl 14 September 2017) Anggapan seperti ini saat cocok dirujuk kepada tujuan 
syariah (maqasid syariah) yang sebenarnya, sehingga tujuan syariah dan bank syariah dalam 
mencapai maslahah dapat dilaksanakan. 
LANDASAN TEORI 
Konsep Maqashid syariah 
Menurut Al Syatibi dalam Muhammad Al Ghifari, Luqman Hakim Handoko dan Endang 
Ahmad Yani (2015:51) secara bahasa maqashid al-syari’ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid 
dan al-syari’ah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-syariah berarti jalan 
menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Defenisi 
maqashid syari’ah yang dikemukakan oleh Ahamad al-Raisuni, yaitu: “Maqashid syari’ah 
adalah tujuan-tujuan ditetapkan syari’at untuk kemaslahatan hamba (manusia).” 
Tujuan penetapan hukum atau yang dikenal dengan istilah maqashid syariah memiliki inti 
teori adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik 
manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syariah adalah 
maslahah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada kemaslahatan (Shidiq, 
2009: 118).   
Menurut Asy-Syatibi (1975: 3-4) bahwa maqasid dapat dilihat dari 2 (dua) bagian, yaitu: 
tujuan al-Syari’ (qasd alsyari’) dan tujuan mukallaf (qasd al-mukalaf). Berdasarkan tujuan al-
Syari’ bahwa tujuan awal penetapan hokum syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia 
dan di akhirat secara bersama-sama. Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut Asy-Syathibi 
(1975: 2-3) membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: maqashid dharûriyât, maqashid 
hâjiyat, dan maqashid tahsînât. Asy-Syathibi menjelaskan lebih rinci lima kategori maqashid 
dharûriyât, yaitu : (1) menjaga agama (hifzh ad-din); (2) menjaga jiwa (hifzh an-nafs); (3) 
menjaga akal (hifzh al-‘aql); (4) menjaga keturunan (hifzh annasl); (5) menjaga harta (hifzh al-
mal). Sedangkan menurut Abu Zahrah (1997: 364) bahwa keberadaan syariat Islam adalah 
sebagai rahmat bagi manusia, sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan 
hukum syariat (maqasid syariah) meliputi: 
1.  Mendidik individu (Tahdhib al fard), yaitu agar masingmasing individu menjadi sumber 
kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi setiap 
manusia. Sehingga berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa 
agar tidak cenderung pada keburukan yang menghasilkan tindakan dholim, keji, dan munkar 
terhadap orang lain sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat. 
2.  Menegakkan keadilan (Iqamah al ‘Adl), yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang 
kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan 
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kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata hukum semua manusia adalah sama 
tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah memiliki 
kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya. 
3. Menghasilkan kemaslahatan (Jalb al Maslahah), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum 
bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-
hukum syariah dan nash-nash agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena 
mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. 
Corporate Social Responsibility 
Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3. Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam 
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas  kehidupan dan lingkungan 
yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. The Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan 
CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai: “Continuing commitment by business to 
behave athically and contribute to economic development while improving the quality of life of 
the workforce and their families as well as of the local community and society at large.” Dalam 
bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah, komitmen dunia usaha untuk terus menerus 
bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, 
bersamaan dengan pengingkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga 
peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Wibisono 2007:7). Dari 
kedua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Corporate Social Responsibility 
merupakan kewajiban perusahaan dalam menjalankan kewajiban sosialnya terhadap seluruh 
elemen perusahaan seperti: karyawan, lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan. 
John Elkington pada tahun 1997 dalam (Wibisono 2007) melalui bukunya “Cannibals with 
Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Elkington mengembangkan konsep 
triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice. 
Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus 
memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat 
pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga 
kelestarian lingkungan (planet). Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 
tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan 
dalam kondisi financial-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek social dan lingkungan 
(Wibisono 2007:33). 
Hubungan yang ideal antara profit (keuntungan), people (masyarakat) dan planet 
(lingkungan) adalah seimbang, tidak bisa mementingkan satu elemen saja. Konsep 3P ini menurut 
Elkington dapat menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, sebab 
jika suatu perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa jadi lingkungan yang rusak dan 
masyarakat yang terabaikan menjadi hambatan kelangsungan bisnisnya. Beberapa perusahaan 
bahkan menjadi terganggu aktivitasnya karena tidak mampu menjaga keseimbangan 3P ini. Jika 
muncul gangguan dari masyarakat maka yang rugi adalah bisnisnya sendiri (Prastowo dan Huda 
2011:27). 
Maqashid Syariah dalam Ranah Corporate Social Responsibility  
Maqashid Syariah berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yakni 
mengamankan manfaat (manfaah) dan ibqa, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (madarrah) 
seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. Maslahah di sisi lain adalah perangkat hukum yang 
digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah 
kejahatan sosial atau korupsi (Dusuki dan Abdullah, 2007). Mengintegrasikan dua konsep 
maqashid syariah dan maslahah, prinsip-prinsip CSR yaitu keadilan kebajikan (al-mashlahah), 
kebijaksanaan (al-hikmah), kesetaraan (al-Musawah), kasih sayang (al-rahmah), dan prinsip-
prinsip HAM (al-huquq al-insaniyah) dan tercapainya keberlanjutan (Zain., et al., 2010).  
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Maqashid al-syariah merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh Pemberi 
Hukum, yaitu Allah swt yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian 
agama; pelestarian kehidupan; pelestarian keluarga; pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan 
pelestarian kekayaan (Khaliq, 2006). Tujuan-tujuan ini dapat diadopsi dengan mudah ke dalam 
konsep CSR dan menjadi bagian integral dari perspektif Islam dari CSR yang harus diikuti oleh 
perusahaan yang mengklaim mengikuti prinsip-prinsip berbasis syariah seperti bank Islam. Bank-
bank Islam biasanya dianggap bertanggung jawab secara sosial karena mereka akhirnya 
didasarkan pada wahyu Ilahi (Dusuki, 2006). 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan tujuan 
untuk melihat sejauhmana bank syariah menerapkan prinsip maqashid syariah dalam pelaksanaan 
CSR atau sejauh mana bank syariah merealisasikan program CSR dalam ranah maqashid syariah, 
wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka penelitian 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perkembangan bank syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat di seluruh dunia. 
Menurut Eaggle (2010) dalam jurnal Al-Azhar Indonesia (2013), jumlah bank syariah di dunia 
saat ini adalah 300 bank dengan total asset senilai US $ 700 Milyar  berada di 70 negara di dunia 
seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi dan United Kingdom. Khusus di Indonesia, Bank 
Indonesia (2011) menyatakan bahwa terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha 
Syariah dan 154 Bank Prekreditan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan ini, diharapkan dapat 
mengembalikan bank syariah pada tujuan awalnya yaitu memberikan kontribusi dalam 
pencapaian Maqhasid Syariah. Berdasarkan konsep Maqhasid Syariah., bank syariah harus 
berjalan sesuai dengan tujuan syariah yaitu: 
Hifdzu din (Melindungi Agama) 
Ilham sebagai salah satu informant dalam hal ini mengemukakan bahwa, bank syariah 
dalam hal melindungi atau menjaga agama terletak pada kepatuhan bank dalam menjalankan 
operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah membuat kebijakan kantor tentang 
berpakain harus menutup aurat (berjilbab), hal ini secara keseluruhan sudah diterapkan pada 
semua bank syariah namun, konsep berjilbab yang mereka gunakan hanya sekedar menutupi. 
Konsep 
Maqasid Syariah 
Hasil Wawancara 
Terstruktur Analisis Deskriptif 
Corporate Social 
Responsibility 
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Artinya seluruh pegawai perempuan berpakain yang tertutup dan menggunakan jilbab namun 
belum sesuai dengan ajaran islam yang seharusnya. 
Lebih jauh lagi ilham mengungkapkan bahwa, bank syariah selalu menggunakan peran 
DPS dalam setiap peluncuran produk- produk bank  sehingga praktek riba secara tidak langsung 
bisa dihindari. Bank syariah memberikan waktu yang cukup untuk seluruh karyawan dalam 
menunaikan ibadah, meskipun secara bergantian (untuk teller). 
1. Hifdzu nafs (Melindungi Jiwa) 
Bank syariah menjadikan zakat sebagai bentuk menjaga jiwa, hal ini sesuai dengan fungsi 
zakat dalam islam. Bank syariah mengeluarkan zakat badan sebanyak 2.5 % dari laba bersih 
dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya melalui BAZNAS. Disamping itu, bank 
syariah juga memotong zakat harta dari gaji pegawai yang sudah berhak untuk mengeluarkan 
zakat. 
2. Hifdzu alq (Melindungi akal) 
Ilham mengutarakan bahwa dalam ranah melindungi akal, bank syariah memberikan 
pengetahuan dalam bentuk pelatihan-pelatihan kepada seluruh karyawannya. Pelatihan 
tersebut ada yang dilaksanakan oleh intern atau eksternal bank tersebut, salah satu bentuk 
pelatihannya yaitu tentang akad-akad dan produk yang sesuai syariah. 
3. Hifdzu mal (Melindungi harta) 
Dalam menjaga harta (hifzh al-mal) fokus terhadap kebutuhan dan keinginan nasabah dan 
stakeholder. Memperhatikan para serikat pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM), konsumen, masyarakat miskin/para kaum dhuafa.  
4. Hifdzu nasab (Melindungi keturunan) 
Bank syariah dalam hal menjaga atau melindungi keturunan ini dilakukan dengan cara 
memenuhi kebutuhan karyawan. Kesejahteraan karyawan merupakan poin penting bagi pihak 
management, ilham mengunggkapkan bahwa bentuk kesejahteraan yang dilakukan oleh pihak 
bank yaitu memberikan tunjangan termasuk tunjangan kinerja karyawan. 
Konsep CSR akan bermuara pada bentuk atau program CSR. Program CSR perusahaan 
publik diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan lembaga keuangan no. KEP-431/BL/2012. 
Dalam lampiran surat keputusan tersebut, yaitu peraturan no. X.K.6 bagian 2h, kebijakan dan 
jenis program yang dikeluarkan untuk CSR terkait 4 aspek yaitu: 
1. Aspek lingkungan hidup, dalam hal ini program yang dilakukan oleh bank syariah 
memberikan bantuan bak atau tong sampah yang diletakkan pada tempat-tempat yang ramai 
dikunjungi masyarakat, tujuannya agar lingkungan selalu bersih.  
2. Aspek praktik ketenagakerjaan dan kesehatan. 
3. Aspek keselamatan kerja, sejauh ini bank merealisasikan aspek ini hanya pada intern bank. 
4. Aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggungjawab produk. 
Tanggungjawab sosial bank terhadap kemasyarakatan dalam bentuk memberikan beasiswa 
bagi mahasiswa/siswa yang berprestasi dalam lingkungan bank tersebut. Ilham juga 
mengungkapkan bahwa bank syariah sering juga memberikan bantuan atau sumbangan 
bencana alam dan lain sebagainya. Sementara dalam tanggungjawab produknya, bank syariah 
memberikan jaminan bahwa produk yang direalisasikannya sudah melalui pengawasan Dewan 
Pengawas Syariah.  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
Implementasi maqashid syariah terhadap program CSR seharusnya dengan mudah dapat 
diadopsi oleh setiap bank syariah, karena pada dasarnya tujuan program CSR tersebut sudah 
merangkap tujuan bank syariah itu sendiri. Dalam penelitian ini dapat kita tarik kesimpulannya 
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bahwa, secara keseluruhan konsep maqashid syariah sudah mulai diterapkan dalam 
merealisasikan program CSR di bank-bank syariah. Artinya bank syariah tidak hanya berorientasi 
pada profit semata.  
Berdasarkan konsep maqashid syariah, bank dalam melaksanakan CSR  merujuk kepada 
5 aspek, yaitu (1) menjaga agama (hifzh ad-din): kepatuhan bank dalam menjalankan produk yang 
sesuai dengan syariah, misalnya jauh dari praktek riba, (2) menjaga jiwa (hifzh an-nafs): 
mengeluarkan zakat atas badan dan juga zakat orang pribadi, (3) menjaga akal (hifzh al-‘aql): 
pelatihan dan pendidikan bagi karyawan (4) menjaga keturunan (hifzh annasl): memenuhi seluruh 
kebutuhan karyawan sehingga karyawan dapat memperoleh kesejahteraan dan (5) menjaga harta 
(hifzh al-mal) fokus terhadap kebutuhan dan keinginan nasabah dan stakeholder. Memperhatikan 
para serikat pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
konsumen, masyarakat miskin/para kaum dhuafa merupakan cara bank membuktikan bahwa 
orientasi bank syariah tidak hanya sekedar laba namun juga menjalan kepedulian sosialnya yang 
sesuai dengan prinsip maqashid syariah 
Saran  
Melalui penelitian ini, kami ingin menyampaikan kepada pihak bank syariah dalam bentuk 
masukan atau saran terkait konsep maqashid syariah dalam pengaplikasiannya terhadap program 
CSR. Diantaranya, bank syariah harus mempunyai komitmen terhadap setiap kebijakan program 
CSR sehingga tujuan syariah betul-betul tercapai. Contohnya dalam aturan untuk kesejahteraan 
pegawai, bank harus mempunyai standar dalam memberikan tunjungan sehingga karyawan 
menerima gaji sesuai dengan yang dikerjakannya. Hal ini sesuai dengan konsep menjaga 
keturunan, artinya karyawan akan sejahtera jika mereka menjalankan tanggunggjawabnya. 
Sementara dalam hal menjaga agama hendaknya disesuaikan dengan konsep syariah yang 
sebenar-benarnya, misalnya dalam hal menutup aurat. Baiknya aturan berjilbabnya disingkronkan 
dengan makna berjilbab dalam islam. 
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